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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab ° Nama Huruf Latin Keterangan
f Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ b be
< ta’ t te
& s’ § es (dengan titik di atas)
c jim j je
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis 4

d.aSa | ditulis - Hikmah

ale Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan A.
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3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis 7 atau A.

hadll 818 Ditulis  « Zakdh al-fitri
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga, dalam tata hukum Islam menempati posisi yang sangat
penting, karena sangat erat hubungannya dengan tata hukum bermasyarakat
(mu'amalah). Hukum keluarga meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
Akan tetapi yang dibahas disini hanya hukum perkawinan yang difokuskan pada
lembaga taklik talak sebagai salah satu cara pemutusan perkawinan. Di Indonesia
sejak masih dibawah jajahan sampai Indonesia merdeka, stlih berganti peraturan
undang-undang yang mengatur masalah hukum perkawinan ( nikah, talak atau
cerai dan rujuk). Juga badan dan lembaga resmi negara diadakan untuk mengurus
hal ini.”? Ini menandakan bahwa hukum Islam itu dinamis, upaya dinamisasi
hukum Isiam harus didasari oleh pemahaman ciri-ciri khusus hukum Islam,”
schingga dapat dihasilkan hukum Islam yang dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Dengan diundangkannya UU No.l1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No.l dan penjelasannya dimuat

dalam Tambahan Lembaran Negara No.3019 maka mulailah suatu masa baru

Y Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam
di Indonesia, (Surabaya: Bina Himu, 1983), him.13.

2 Setidaknya ada tiga ciri utama hukum Islam, antara lain keterlepasan Hukum Islam dari
perspektif kesejarahannya, keterikatan Hukum Islam yang sangat kuat terhadap landasan
penafsiran harfiah bahasa Arab baik terhadap al- Quran maupun Hadits dan ketiadaan otoritas
tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat, selengkapnya
lihat Juhaya S. Praja dalam pengantarnya Hukum Islam di Indonesia Perkembangan  dan
Pembentukan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), him. xvi- xvii



dalam hukum perkawinan di Indonesia.” Ditambah lagi dengan diberlakukannya
UU No.7 Tahun 1989 tentang .Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah
memiliki peraturan perundangan yang cukup memadai untuk mengatur masalah-
masalah keluarga; perkawinan, peceratan dan warisan.” meskipun disana sini
masih ada pro dan kontra. Terlepas dari mereka yang mendukung ataupun yang
belum sepenuhnya memahami atau menyetujui, hal ini dianggap sebagai
kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia..
Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam-(KHI) oleh para
Ulama di Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi
Presiden No.l1 Tanggal 10 Juni 1991, untuk menyebarluaskan dan sedapat
mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, maka hal itu telah menandai
lembaran baru dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia,
khususnya dalam bidang hukum keluarga.”

Scbagaimana menjadi dasar diterimanya Undang-undang Perkawinan oleh
umat Islam, bahwa didalam Undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan
yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka pada dasarnya tidak ada hal-hal
yang baru ataupun sesuatu yang dikurangi terhadap hukum pernikahan yang
selama ini difabami dan dijadikan sandaran oleh para pejabat agama maupun

ulama. Bahkan dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini memperteguh

Y Sajuti Thalib,Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Istam, cet.5, (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 1986), him.45.

4 Muhammad Atho Mudzhar, Membaca Gelombang litihad Amtara Tradisi dan Liberasi,
Cet. 1, ( Jakarta; Titihan Hlahi Press, 1998), him. 173,

Vb,



pelaksanaan ajaran Islam dengan adanya berbagai ketentuan yang dalam ilmu figh
dikategorikan mubah ataupun s.unnah, namun justru diwajibkan dalam Undang-
undang ini demi kemaslahatan dalam perkawinan itu sendiri.”

Kehadiran UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan KHI dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun
1991, cukup menggugah kelesuan intelektual dan menyadarkan kembali urgensi
pluralisme pemikiran maupun bentuk-bentuk baru literatur-literatur hukum Islam
yang tidak terbatas pada pemikiran figh saja.”) Sebagai inovasi khas Indonesia,
KHI juga telah menambah satu lagi bentuk-bentuk pemikiran serta literatur baru
hukum Islam di akhir abad ke-20" Selain itu KHI juga dianggap sebagai
konsensus (ijma’) ulama-ulama Indonesia’ dan lahir dari pluralisme sosial politik
dan budaya di Indonesia. Tidak berlebihan jika penyusun menyinggung tentang
KHI dan Undang-undang Perkawinan, karena keduanya merupakan hukum yang
hidup dalam masyarakat Indonesia, dan taklik talak adalah bagian dari hukum

yang hidup tersebut.

9 Daniel S. Lev, Perdilan Agama Istam di indonesia Suatu Studi Tentang Landasan
Politik Lembaga-lembaga Hukum, alih bagasa Zaini Ahmad Noeh, cet.2, ( Jakarta: Intermasa,
1986), him.371.

" Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran Hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab figh,
fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan perdilan Islam,dan perundang-undangan negara Islam,
Muhammad Atho Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law”, dalam al~Jami ‘ah Journal
of Islamic Studies, No.61, Tahun 1998, hlm.80.

® Muhammad Atho Mudzhar,” Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap
Perkembangan Hukum Islam”, dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1, No.1, Januari 1999,
hlm.113.

? Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Istam, cet 1, (Padang
Angkasa Raya, 1990), him. 139,



Agaknya antara KHI dan Undang- undang Perkawinan ada perbedaan
mengenai status taklik talak, da]‘am KHI taklik talak merupakan salah satu bentuk
perjanjian perkawinan sedangkan dalam UUP disebutkan — dalam penjelasan
pasal 29 — bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tidak termasuk
taklik talak, hal ini juga menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Sebagai fenomena baru dalam peta pemikiran hukum islam kontemporer,
secara subtansial, KHI memang telah membawakan sejumlah pembaharuan
signifikan, terutama dalam bidang “hukum perkawinan” serta ijtihad terkini dalam
“ hukum waris” Islam di Indonesia. Meskipun datang paling akhir dalam fase-

1 akan tetapi beberapa subtansi pembaruan

fase pembaruan hukum keluarga,
hukum Islam didalam KHI terasa lebih aplikatif, unik dan khas Indonesia. Kesan
tersebut mengemuka dengan diapresiasikannya lebih banyak rasa keadilan serta
tradisi yang hidup di tengah masyarakat, seperti dilembagakannya taklik talak
dalam perundang- undangan perkawinan, dan masalah inilah yang akan dikaji
]ebJ:h lanjut.

Taklik talak mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan umat
Istam di Indonesia,'” hal ini dapat dilihat dari formula sighat taklik talak yang
selalu mengalami perubahan dani waktu ke waktu tetapi pada esensinya tetap

sama. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena model taklik talak yang ada di

Indonesia tidak ada yang sama persis di negara lain. Model taklik talak di

" Tentang fase-fase, sifat dan metode pembaruan hukum keluarga muslim, lihat
Muhammad Atho Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad Amara Tradisi dan Liberasi, hlm.175-
178.

') Zaipni ahmad Noeh,” Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah”, dalam
Mimbar Hukum, No.30, Tahun.VII, 1997, him.64.



Indonesia terkesan lebih banyak rasa keadilan serta tradisi yang hidup di tengah
masyarakat. Sebab hukum Islarﬁ, menurut Hasbi as-Shiddieqy, adalah penjabaran
dan aplikasi syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2

Adanya taklik talak yang seperti sekarang ini juga tidak terlepas dar
pengaruh hukum adat' vane telah mengakar kuat sejak zaman nenek moyang,
hukum Islam mencoba masuk dan bergumul dengan hukum adat. Pergumulan
antara kedua sistem hukum ini dengan demikian dapat digambarkan sebagai suatu
spekulasi dimana suatu sistem berusaha untuk mengalahkan sistem yang lain,'?
tidak mengherankan terjadi perbenturan antara sistem hukum yang hidup di
Indonesia, sistem-sistem hukum tersebut menghendaki diperlakukan secara
mutlak dalam masyarakat. )

Permasalahannya tidak sebatas itu saja, disini pemerintah juga
mendapatkan peranan yang penting sebagai legislator hukum yang berada di
bawah naungannya. Kalau ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum
yang mempunyai ototitas yang kuat, maka baru muncul masalah hubungan antara

sistem hukum yang ada di lingkungan masyarakat tersebut dengan hukum Islam.

3 Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, cet.5, ( Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), him.44.

1% Meskipun Bustanul Arifin menganggap hukum adat dapat dikatakan artifisial, karena
diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda, lihat Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di
indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, cet.1, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
hlm 39-40, akan tetapi yang dimaksud hukum adat disini adalah hukum asli dari masyarakat dan

betum tersusun dalam bentuk tertulis dalam Undang-undang.

D Ratno Lukito, FPergumulan Antara Hukum Islam dan  Adar di Indonesia, (Jakarta:
INIS, 1998), him44-45.

9 Bustaaul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan
dan Prospeknya, him.44.



Misalnya, kalau di dalam masyarakat ada hukum adat, baru muncul masalah
bagaimana hukum adat itu baéi orang-orang Islam dan bagaimana berlakunya
hukum 1slam bagi orang Islam. Permasalahan tersebul sungal tergantung pada
politik hukum penguasa atau politik hukum dalam konstitusi sebagai hukum dasar
negara tersebut.'® Hal ini penyusun rasa wajar, karena logika yang digunakan
adalah logika hukum positif vang mengajarkan bahwa hukum yang dilahirkan
kemudian, tidak boleh bertentangan dengan tata hukum yang lebih tinggi
kedudukannya ( hirarki hukum)."”

Mengenai perbedaan status taklik talak dalam UUP dan KHI, tentu saja
ada alasan mengapa KHI menyebut taklik talak sebagai salah satu bentuk
perjanjian perkawinan, sedangkan UUP tidak. KHI dari sejarah perumusannya
sampai menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam menganut beberapa pola
metodologis yang diterapkan dalam proses perumusannya, sehingga taklik talak
yang dalam UUP bukan merupakan bentuk perjanjian perkawinan ditegaskan oleh
KHI menjadi salal; satu bentuk perjanjian perkawinan.

Melihat pentingnya wacana diatas, maka penulis tertarik me.ngctahui lebih
jauh keberadaan lembaga taklik talak dalam konteks pembaruan pemikiran hukum
Islam di Indonesia. Karena pada kenyataanya taklik talak sudah menjadi suatu

rangkaian yang hampir tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawianan.

"9 [chtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam
Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, penyusun Eddi Rudiana Arief,
cet.1,( Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), him 103.

') Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di
Inclonesia, cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 2001), him. 181.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

pokok permasalahan yang ingin dikaji, adalah sebagai berikut;

1. Mengapa dalam KHI taklik talak termasuk salah satu bentuk perjanjian
perkawinan, sedangkan dalam LJndang- undang Perkawinan tidak?

2. Bagaimana pola pembaruan hukum Islam (dalam hal ini taklik talak)
yang dianut KHI?

3. Bagaimanakah aplikasi taklik talak dalam hukum Perkawinan di

Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

a. Menjelaskan pelembagaan taklik talak dalam KHI sebagai perjanjian
perkawinan dan membandingkannya dengan yang ada dalam UUP.

b. Mendeskripsikan peran dan posisi lembaga taklik talak dalam konteks
usaha-usaha pembaharuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Studi ini berusaha mengangkat sekaligus mengapresiasikan khazanah

intelektual Islam di tanah air, khususnya dalam pemikiran hukum yang



ditinjau dari sejarah. Karena itu, studi ini diharapkan dapat bermanfaat

untuk :

a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam di
Indonesia, terutama mengenai hukum kekeluargaan dalam konteks
usaha-usaha pembaharuan hukum Islam.

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan
kontribusi bagi kajian-kajian lebih lanjut tentang hukum keluarga di

Indonesia khususnya dalam materi yang terkait dengan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian terhadap taklik talak di Indonesia
sebagai bentuk pembaruan pemikiran hukum Islam belum banyak menarik para
sarjana secara intensif, bahkan dapat penulis katakan belum ada. Kebanyakan
penulis dan peneliti hanya mengkonsentrasikan pada isi atau pada perspektif
politik, misalnya studi tentang KHI, itupun masih cenderung terlalu globlal.

Sebagian penulis, seperti Munawir Sjadzali'® dan Bustanul Arifin'” lebih
membahas tentang latarbelakang dan asal-muasal ide penyusunan kompilasi di
Indonesia. Dan tidak membahas proses perumusan hukum yang ada didalamnya,
padahal ada beberapa hukum yang tergolong baru dan khas ke-Indonesiaan —

seperti taklik talak --.Sedangkan tulisan-tulisan yang lain lagi lebih berorientasi

™ Munawir Sjadzali, “Proyek Kompilasi Hukum [slam,” dalam Muhammad Wahyuni
Nafis, (ed.), Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., cet.1,
(Jakarta : Paramadina, 1995), him.102-104.

) Bustanul Arifin, Pelembugaan Hukum Istam di lndonesia Akar Sejarah Hambatan dan
Prospeknya, hlm.57.



pada usaha-usaha pemasyarakatanm ) serta pembahasan- pembahasan parsial yang
lain tentang pasal- pasal tertentu ‘dalam KHL

Kajian-kajian tersebut diatas, semua tampak cenderung pada pembahasan
dan pembedahan KHI dari bentuk luarnya saja, schingga bersifat global dan
sepintas. Apalagi yang membahas tentang taklik talak, dari kajian-kajian yang
tersebut diatas hanya menyinggung secara singkal, -- bahkan ada vang tidak
menyinggung sama sekali, -- dan tidak mendetail, tanpa mengkaji atau
memaparkan latarbelakang sejarah perumusan dan pelembagaannya, mungkin
karena sifatnya hanya sebagai “buku teks” schingga pembahasannya hanya secara
singkat.

Ada beberapa kajian yang mendekati maksud penelitian ini, misalnya

Ratne Lukito,”” Daniel S. Lev, ™ Sidik Sudarsono>>) dan Zaini Ahmad Noeh.>?

Kajian- kajian tersebut setidaknya telah mengulas tentang taklik talak, baik dari

segi sejarah maupun kajian materinya, meskipun belum memadai.

2 Seperti Ahmad Azhar Basyir,” Pemasyarakatan KHI Melalui Jalur Pendidikan Non
Formal,” Syaichul Hadi Purnama,” Sosislisasi Inpres No.1 Tahun 1991, Tentang Pemasyarakatan
Kompilasi Hukum Islam” dan Abdul Gani Abdullah, “Pemasyarakatan Inpres No.1 Tahun 1991
Tentang KHI”, dalam Dadan Muttagien, (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam
dalam Sistem Hukum Nasional, cet.2, (Yogyakarta:UIl Press, 1999), him.123-148. Tulisan lain
misalnya, Raikhan A. Rasyid ,” Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah”, dalam Cik Hasan
Bisri (peny.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Logos, 1999), him. 81-93. juga Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet.1,

( Jakarta: Rajawali Press, 1998), him.55-528.

2D Ratna Lukito, Pegumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, hlm.48.77-81.

2 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan
Politik Lembaga-lembaga Hukum, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh. Hlm. 172- 230.

) Sidik Sudarsono, Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia, (ttp:
tnp.,tt)., hlm.72-78.

2 7aini Ahmad Noeh,” Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah”, dalam
Jurnal Mimbar Hukum, him.64-75.
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Sampai batas tertentu, barang kali dua tulisan, pertama dan terakhir itulah
--Ratno Lukite dan Zaim Ahmz.1d Noeh-- yang memberikan petunjuk bagi arah
kajian ini. Dalam kontek pembarnan pemikiran hukum Islam di Indonesia, tentang
taklik talak sebagai hasil pembaruan hukum Islam di tanah air, tinjauan sejarah
perperkembangan dan pelembagaannya belum ada kajian yang mendalam.
Kemudian kedua penulis tersebut tidak membahas mengenai taklik talak sebagai
bentuk perjanjian perkawinan dan alasan perceraian seperti yang dianut dalam

KHI. Disinilah maksud penelitian ini diarahkan.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan dalam hukum keluarga untuk menguatkan tali
perkawinan dan tidak diajarkan bahwa perkawinan bersifat abadi dan tak
terpisahkan, sebab dalam Islam dikenal bahwa perkawinan dapat putus karena
kematian, talak, fasakh, li’an, khul’ dan syiqog.

Perceraian atau putusnya tali perkawinan dalam hukum Islam disebut talak,
yaitu putusnya perkawinan yang diajukan oleh suami, dan disebut khul’, yaitu
apabila putusnya perkawinan atas permintaan istri. Di Indonesia dikenal bahwa
istri dapat mengajukan talak dengan alasan suami melanggar taklik talak.

Taklik talak dalam perundang- undangan di Indonesia merupakan
semacam ikrar suami yang diucapkan bahwa apabila terjadi hal- hal yang
sebagaimana disebutkan dalam ikrar taklik talak dan istri tidak rela dengan
kejadian tersebut kemudian mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama

dan Pengadilan Agama membenarkannya maka jatuhlah ialak. Hal ini berarti
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taklik talak merupakan bentuk perikatan di mana suami mengikatkan dirinya
untuk memenuhi apa yang disya'ratkan baginya dan bila suami lala1 maka ia tidak
dapat lepas dari konsckuensinya, yaitu istri berhak mengajukan perkaranya
dengan alasan suami melanggar taklik talak.

Model taklik talak seperti yang ada dalam perundang- undangan
perkawinan di Indonesia menjadi berbeda denngan model taklik talak pada masa-
masa figh klasik, hal ini merupakan upaya hukum Islam dalam merespon
problem- problem yang terjadi dalam masyarakat.

Islam merupakan agama yang sempurna, schagaimana discbutkan dalam
al-Quran, Surat al- Maidah ayat 03:

oo p bl oK1 Cisain 5 g Jand pSile. Cradil 5 2Sin S alag) o galf2)

Kesempurnaan Islam ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari
sifat dasar misi universal Islam, yang mencakup semua nilai dan aspek kehidupan,
sebagaiman disebutkan dalam al-Quran surat al-Anbiya ayat 107:

| Onallad] daa ) Y Sl ) La g 20

tidak luput pula dalam bidang hukum. Hukum Islam hidup dan
berkembang dalam pergumulan sejarah dan sosial secara responsif, adaptif dan
dinamis.>” Oleh karena itu, kebutuhan untuk membumikan nilai-nilai Islam
tersebut akan selalu muncul dan selalu dituntut adanya pemecahan atas

problematika-problematika yang terjadi di dalam masyarakat.

* Al- Quran, al- Miidah: 03.
' Al Quran, al- Anbiy®: 107

27 R . . o
" Amir Svarifuddin, Pembcharuan Pemikivan dalam Hukum Istam, hlim 78



12

Tuntutan- tuntutan itulah yang akan selalu melahirkan pembaruan
pemikiran dalam hukum Islam; yang sebenarnya sudah memiliki dasar- dasar
teologis dalam pengalaman sejarah kaum muslim.”™ Sebagai bentuk implementasi
ajaran Islam pasca Nabi SAW, pembaruan juga merupakan wacana yang inhern
dalam kehidupan kaum muslim. Karena itu, ia mencerminkan sebuah kontinuitas
scjarah.zg" Sebenarnya, apakah pembaruan itu muncul dengan scbutan reformisme,
modernisme, putitanisme bahkan fundamentalisme, atau pembaruan itu
merupakan wacana yaung inkern dalam kehidupan kaum muslim, yang jelas
keduanya hadir secara beragam, yang mencerminkan jawaban kontekstual
terhadap persoalan yang dihadapi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Jadi,
dinamika sosial merupakan sebab langsung dari pembaruan. Akan tetapi
pembaruan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari dorongan agama.’”

Pembaruan -- dalam pemikiran hukum Islam -- terkadang memiliki makna

ganda, disatu sisi pembaruan (tgjdid) menurut Ahmad Jainuri dan Bustami

Muhammad Said®” secara tekstual®® adalah upaya pembersihan ajaran agama dari

28 Ahmad Jainuri,” Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam”, dalam Jurnal Ulumul
Quran, No.3,Vol. V1, Tahun 1995, hlm38-.58.

) Azyumardi Azra, Istam Reformis Dinamika Trtelekiual dan Gerakan, cet.1,( Jakarta:
Rajawali Press, 1999), him157.

30 The Encyclopedia of Islam, New Editon, Volume. III, ( Leiden: E.J. Brill, 1991),
him. 155,

I Ahmad Jainuri,” Lam_i_asan Teologis Gerakan Pembaruan Islam”, him.45., Bustami
Muhammad Said, Mafhum Tajdid ad-Din, cet. 1, (Kuwait: Dar ad- Da’wah, 1984), him 263.

3 Teks yang sering dijadikan dasar pembaruan adalah Hadits Rasulutlah SAW. Riwayat
Abu Hurairah. Lihat Abu Dawud, Swnan Abi Dawud, * Kitab al- Malahin, ( Kairo: Matba’at
Mustafa Mahmud, 1950), 1V, 159, sebagai Berkut
Len L amy e Ais Ala JS (el e Aa¥hodgd Sy it ) Ji s ol Jau)y e aie &l o )s pa 00
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berbagai hal yang sesungguhnya bukan ajaran Islam, tetapi disalah pahami
sebagai ajaran agama, i menurl'Lt penyusun lebih cocok disebut pemurnian ajaran
atau purifikasi. Sedangkan disisi lain, pembaruan atau reformasi (isfult) berarti
pula upaya menjawab berbagai tantangan zaman, dan intlah yang lebih tepat
disebut pembaruan dalam konteks ini.

Menurut Harun Nasution, wacana”pembaruan” dalam khazanah pemikiran
Istam hampir identik dengan “modernisme™” karena beliau melihat , pembaruan
dari konteks sosio- historis. Istilah modernisasi atau modernisme berasal dari
Barat yang mengandung pengertian aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah
paham- paham, adat- istiadat dan institusi- intsitusi lama uantuk disesuaikan
dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.** Dengan adanya kontak dunia Islam dengan dunia Barat di awal abad
ke- 19, ide- ide demikian masuk kedalam dunia [slam, sehingga memunculkan
pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham- paham keagamaan Islam dengan
nerkembangan baru,*”

Pembaruan, dalam pembahasan ini mencakup pembaruan secara umum,
yang berupa ijtihad untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan baru dan
pembaruan dalam konteks sejarah, dengan taklik talak sebagai contoh kasus di

Indonesia, schingga segala masalah baru tentang taklik talak dalam masyarakat

mendapatkan jawabannya secata memadai.

™ Harun Nasution, Pembaharuan dalam Istam Sejurah Pemikican dan Gerakan, cet.9,
( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him.11.

3 Ibid.

* Ibid., him. 11-12.
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Di Indonesia, usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran hukum Islam
tersebut telah dimulai dengan n%unculnnya faham takhayyur, yang mengajarkan
kebebasan memilih pendapat dalam bermazhab, sclalin itu ada dalam bentuk tarjth,
seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan sebagainya,
yang berusaha untuk mengkaji ulang pendapat-pendapat para mujtahid terdahulu,
adaptasi atau akomodasi antara hukum [slam dan adat juga ditempuh untuk
mendapatkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya
usaha kodifikasi hukum Islam juga dilakukan sejak masa-masa dini setelah
kemerdekaan Indonesia, dan dalam konteks pembaruan hukum Islam kontemporer,
usaha-usaha kodifikasi ini tampaknya muncul kembali.

Menurut Amir Syarifuddin, usaha pembaruan hukum Islam dapat pula
berbentuk reformulasi figh, yaitu perumusan ulang atas rumusan yang telah
diberikan oleh para mujtahid terdahuly,”® karena setelah bergantinya masa,
rumusan-rumusan figh lama menjadi sulit wntuk diterapkan dalam kehidupan
empiris sekarang, Langkah yang diambil agar hukum Islam dapat diterapkan
dalam kondisi aktual, maka diperiukan reformulasi figh.’” Di Indonesia usaha
demikian terus berlanjut, baik dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam,
pemerintah maupun oleh individu-individu para ulama.

Sementara itu, dalam konteks perbincangan metode istinba¢ hukum Islam,
taklik talak yang ada di Indonesia -- dapat dikatakan -- merupakan hasil dan

istinbal hukum dengan metode ‘Urf dan Masalih Mursdlah. Keduanya dipandang

30 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum [slam, him. 87,

D Ibid,
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paling sesuai, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan
dengan jelas menckankan pada fuj uan hukum Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan
kemaslahalan.

Sebagai scbuah metode istinbat, 'Urf  dapat dipergunakan untuk
menetapkan suatu hukum ketika tidak terdapat nas yang secara tegas menjelaskan
ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa tertentu. 'lJrf adalah bentuk-
bentuk mu'amalah ( hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan
dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masvatakat,’® dan tentu <aia
kebiasaan ( adat ) tersebut tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam

(al- Quran dan as- Sunnah).

Sedangkan Maslahah Mursalah atau Istislah adalah maslahat-maslahat
yang bersesuaian dengan tujuan- tujuan syari‘at Islam, dan tidak ditopang olch
sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat
tersebut, tetapi berdasarkan penelitian dari nas-nas al-Quran maupun as- Sunnah,
yang mana diketahui bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup diantaranya
pertimbangan kemaslahatan manusia.”” sehingga maslahat sebagai dasar bagi
pembaruan hukum, haruslah bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan,
sehingga hukum yang ditetapkannya benar- benar bermanfaat dan sekaligus
menghindari atau menolak kerusakan. Karena menyangkut kepentingan orang

banyak (ummah), bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

3 Muhammad Abu Zahrah. Ushud Figik, alih bahasa Saefuttah Ma'shum. dkk, cet. 6,
( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), him.416.

N Ihid,, Wim. 423-427.
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Dari kajian-kajian diatas dapat ditegaskan bahwa usaha apapun yang
dilakukan, baik oleh organ,isasi‘ Islam, pemerintah maupun individu ulama, jika
berorientasi ke arah penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan
modern sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil dan
proporsional terhadap bebagai masalah yang muncul dalam masyarakat, maka
semua usaha tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaruan
hukum Islam.

Sementara itu tinjauan sejarah dilakukan sebagai acuan dalam kilas balik
(flashback) terhadap usaha- usaha pembaruan hukum Islam di Indonesia, sehingga
dengan hal tersebut dapat diketahui pembaruan -- dalam hukum Islam -- apa saja
yang telah dilakukan di Indonesia untuk mendapatkan arahan langkah- langkah
yang akan ditempuh untuk pembaruan selanjutnya, meskipun dalam pembahasan

ini hanya mengambil taklik talak sebagai satu contoh saja.

F. Metode Penclitian

Metode merupakan hal yang penting untuk mencapal tujuan penelitian,
diharapkan dengan arahan yang tepat, maka kebenaran yang lebih obyektif dan
terarah dapar tercapai.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research), yang meneliti

tentang perumusan, pelembagaan dan kedudukan taklik talak dalam

perundang- undangan perkawinan di Indonesia, obyek utamanya adalah
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buku- buku atau tulisan- tulisan yang berkaitan langsung dengan persoalan
yang diteliti. |

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif- analitis. Yaitu, berusaha
memberikan gambaran yang jelas mengenai taklik talak dan menganalisa
data- data yang diperoleh dalam rumusan dan pelembagaan taklik talak
sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah penelaahan terhadap bahan- bahan pustaka yang terkait
dengan masalah dimaksud. Yaitu bahan- bahan primer, berupa buku- buku
hukum yang memuat taklik talak dan bahan- bahan sekunder, yaitu buku-
buku atau tulisan- tulisan yang membahas atau menyinggung taklik talak
dan pembaruan pemikiran dalam hukum Islara.

4. Metode Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan
metode berfikir deduktif-induktif,*® yaitu kombinasi antara pola pikir
deduktif dan induktif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pembaruan

taklik talak di Indonesia yang ditarik dari data yang diperoleh.

40) Noeng Mubhadjit, Metode Penelitian Kualitarif, cet7, (Yogyakarta: Rake Sarasih,
1996), him.159.



18

5. Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan Thistoris sosiologis.  Yaitu,
mengungkapkan secara historis ide-ide tentang pelembagaan taklik talak
sebagai pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dengan meneliti
taklik talak berdasarkan pada seluruh aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian
dikaitkan pula dengan kondisi masyarakat dan pemerintah yang

melingkupi kelembagaan taklik talak di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian int terdiri atas lima Bab pembahasan yang terkait secara
sistematis antara satu dengan lainnya. Bab pertama adalah pendahuluan,
dimaksudkan sebagai uraian dan keterangan untuk mengarahkan seluruh isi
penelitian. Disini, secara berurutan dituliskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik. Bab
ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menjelaskan susunan dan
struktur pembahasan penelitian secara menyeluruh.

Bab kedua membahas" taklik talak di Indonesia sebagai bentuk akomodasi
antara hukum Islam dan adat". Disini penulis berusaha menjelaskan secara umum
masalah taklik talak di Indonesia dalam konteks pembaruan pemikiran hukum
[slam. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum tentang hukum Islam di
Indonesoia. Kemudian secara berurutan dikaji masalah Kompilasi Hukum Islam

sebagai hasil pemikiran hukum Islam di Indonesia, taklik talak dalam konteks
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pembaruan pemikiran hukum [slam, pengertian dan dasar hukum taklik talak,
taklik talak dalam figh klasik (ian terakhir sejarah pelembagaan taklik talak di
Indonesia.

Bab ketiga, " pelembagaan taklik talak dalam perundang-undangan
perkawinan" merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, secara kritis dilihat dalam
bab ini, tentang taklik talak dari sisi formulasi dan pelembagaannya.
Pembahasannya dilakukan melalui tiga sub bab yang saling berkaitan. Dimulai
dari sub bab pertama untuk melihat posisi taklik talak dalam Undang- undang
Perkawinan, sub bab kedua melihat taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang merupakan atay dijadikan pedoman bagi putusan-putusan di
Pengadilan Agama.

Bab keempat menampilkan analisis sekaligus aplikasi ide-ide pembaruan
taklik talak di Indonesia, scbagaiaman diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
Namun sebelumnya dipetakan terlebih dahulu mengenai taklik talak sebagai hasil
dari pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Setelah itu dilihat aplikasi
dan analisis mengennai taklik talak dalam kapasitasnyav sebagi 'perjanjian
perkawinan, taklik talak dalam kapasitasnya sebagai alasan perceratan dan
terakhir tentang ketidak harusan pembacaan sighat taklik talak sesudah akad nikah.
Dari ketiga analisis tersebut, diharapkan dapat dilihat secara jelas segi-segi yang
berkaitan dengan taklik talak dalam konteks pembaruan pemikiran hukum Islam
di Indonesta.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan sekripsi . Disini

penulis berusaha memberikan kesimpulan sebagi hasil dari kegiatan penelitian ini.
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Sebagai akhir dari seluruh rangkaian penelitian, maka sekripsi ini diakhiri dengan

saran serta usulan kepada pihak-pihak yang berkompeten daiam masalah terkait.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bab dalam skripsi int telah berisi uraian mengenar pembaruan
pemikiran dalam hukum Islam di Indonesia, yang difokuskan kepada kajian
tentang taklik talak, dengan sedikit memaparkan sejarah dan pelembagaannya
dalam perundang- undangan perkawinan. Meskipun penyusun menyadari
pemaparan sejarah taklik talak tidak sampai kepada kapan pertama kali dan siapa
perumusnya, dikarenakan keterbatasan literatur dan sumber sejarah yang diteliti.
Darni pembahasan- pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa
hal yang dapat penyusun garis bawahi sebagai kesimpulan dari skripsi ini.

1. Taklik talak yang semula dalam UUP bukan merupakan bentuk
perjanjian perkawinan telah ditegaskan dalam KHI sebagai salah
satu bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam KHI
taklik talak yang rumusannya diatur dalam Peraturan Menteri
Agama, merupakan perjanjian yang sifatnya dua pihak (bilateral).
Diharapkan dengan perjanjian yang berbentuk taklik talak ini dapat
mengurangi kekuasaan suami dalam hal talak.

2. Mengenai pola pembaruan hukum Islam (dalam hal taklik talak)
yang dianut KHI adalah bersifat responsif dari kecenderungan

hukum yang mengemuka dalam masyarakat, yaitu pemikiran
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hukum Islam yang diadaptasikan dengan instistusi hukum adat, dan
ditetapkan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip maslahah.

3. Aplikasi dari lembaga taklik talak adalah pengucapan sigat taklik
talak setelah akad nikah dilangsungkan, yang berkonsekuensi
bahwa suami harus menepati janji yang telah diucapkannya dalam
taklik talak, dan apabila ia (suami) melanggarnya maka taklik talak
dapat dijadikan alasan perceraian bagi istri dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama.

Kesimpulan tersebut diatas menunjukkan bahwa lembaga taklik talak
memang merupakan salah satu bentuk upaya pembaruan pemikiran hukum Islam
di Indonesia, yang secara tidak langsung telah membimbing masyarakat Indonesia
kearah kehidupan keluarga islami yang nota bene sejalan dengan aspirasi modern.
Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk mendukung dan mengembangkan
pemikiran hukum [slam dimasa yang akan datang. Namun demikian, sebagai
suatu bentuk hasil ijtihad dalam bidang hukum Islam, maka tentu saja ia tidak
bersifat absolut. Bahkan tentu saja terdapat banyak hal yang perlu dikritisi dan

diperbaiki, sehingga ia menjadi lebih sempurna dalam penerapannya.

B. Saran saran

Sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan curahan pemikiran yang
serius dari para ahli hukum Islam maupun umum serta dari masyarakat Indonesia
terhadap lembaga taklik talak yang merupakan khazanah intelektual tentang

hukum Islam di Indonesia. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud apresiasi
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ilmiah maupun sosial. Oleh karenanya lembaga taklik talak perlu dilestarikan dan
ditingkatkan penerapannya sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam
dewasa ini.

Bagi para pejabat hukum yang berwenang perlu berusaha agar lembaga
taklik talak diperteguh dengan memberi pegangan dan petunjuk pelaksanaan yang
up fo date dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti
perkawinan. Karena sampai sekarang KHI yang mengatur tentang taklik talak

masih belum menjadi sebuah Undang-undang.
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| memenuhinya

Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu
dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah
Kuridai Islam itu jadi agamania

Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk menjadi
rahmat bagi alam semesta

Menggantungkan sesuatu pada sesuatu

Menceraikan pasangannya

Menjadikan lafad talak sebagai akibat dan menjadikan
perbuatan suami atau isteri atau perbuatan orang lain
sebagai syarat

Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak yang
digantungkan dengan syarat, misalnya suami berkata
kepada isterinya ”jika engkau pergi ketempat seperti itu
maka engkau tertalak”

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian, dan pedamaian itu adalah baik
(bagi mereka) walaupun manusia itu pada tabiatnya
kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan

Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat
menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa
atas keduanya (swami-isteri) itu tentang pembayaran
yang diberikan pihak isteri sebagai tebusan dirinya,
itulah batas-batas hukum Allah, janganlah kamu
melanggarnya

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka dari
tempat tidur, dan pukulah mereka, jika mereka sudah
menaatimu, maka janganlah kamu menyusahkan
jalannya '

Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka
syarat tersebut batal

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
dimintai pertanggungjawabannya

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu
Barang siapa yang mensyaratkan dirinya sendiri untuk
maksud taat (kepada Allah dan Rasul- Nya) dalam
keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk
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14 | 84 14 | IV | Barang siapa yang mensyaratkan dirinya sendiri untuk
maksud taat (kepada Allah dan Rasul- Nya) dalam
keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk
memenuhinya

15 | 84 15 | IV | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu
Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
L 16 | 84 16 | IV | dimintai pertanggungjawabannya ]

II
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BIOGRAFI ULAMA

Al- Bukhari

Al- Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn
Ismail Ibn Ibrahim Ibn al Mugirah al- Ja’fari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat
tangal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun.
Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama yang priminen
seperti Ibn al- Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukan dalam kitab
sahihnya, beliau selalu melakukan salat sunnah (istikharah), jika beliau merasa
cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadis itu ke
dalam kitab sahihnya. Hadis- hadis yang dimuat dalam kitab sahihnya bejumlah
9.082 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu’ dan hadis
mauquf. Al- Bukhari meniggal pada hari Sabtu tahun 256 H. karya-karya beliau
antara lain; Tarikh Sagir, al- Hibah, al- ‘ilal, al- Musnad al- Kabw, Qird'at
Khalaf al- Imam dan lain sebagainya.

As- Sayyid Sabiq , )

As- Sayyid Sabiq lahir di Istanha, distrik al- Bagur, propinsi al-
Munufiyah, Mesir tahun 1915 M. nama lengkapnya adalah As- Sayyid Sabiq
Muhammad at- Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq
Muhammad at- Tihami dan Husna ‘Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di
utara Kairo). At- Tihami adalah gelar yang menunjukkan daerah asal leluhurnya,
Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya
berhubungan dengan Khalifah ke tiga, Usman Ibn ‘Affan. Mayoritas warga desa
Istanha menganut mazhab Syafi’i.

Pada usia 10-11 tahun beliau menghafal al- Quran. Setelah itu beliau
memasuki perguruan al- Azhar. Di sinilah beliau menyelesaikan pendidikan

formalnya.

I
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Meskipun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi’i, beliau
mengambil mazhab Hanafi dilUniversitas Al- Azhar. Namun demikian, beliau
mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.
Di antara guru-gurunya adalah Syeikh Mahmud ASyaltut dan Syeikh Tahir ad-
Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al- Azhar ketika itu. Beliau
juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri al- Jam'iyyah asy-
Syar'iyyah If al- ‘Alimin al- KitGb wa as- Sunnah, yang mempunyal tujuan
mengajak ummat Islam kembali mengamalkan al- Quran dan as- Sunnah, tanpa
terikat pada mazhab tertentu.

Karya- karya As-Sayyid Sabiq antara lain; a/- Yahid fi al- Quran, an-
Nasir al- Quwwah fi al- Islam, al- ‘Aqaid al- Islamiyyah, ar- Riddah, as- Salah
wa at- Tahdrah wa al- Wudu, as- Siam, Bagah az Zahr, Da'wah Islam, Figh

Sunnah, IslGmuna, dan lain sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928, dan meniggal pada tanggal
28 Juni 1994. pemikir, ulama dan cendekiawan, dosen filsafat Islam dan mantan
ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. beliau lahir
dan dibesarkan di perkampungan Kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan
masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya adalah
Muhammad Basyir, seorang Kiyai dan ibunya adalah Siti Djilalah. Pendidikan
formalnya ditekuni selam 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun
di Timur Tengah (Universitas Bagdad dan Universitas Dar al- ‘Ulum). Dari
perguruan tinggi - terakhir inilah beliau merai gelar Magister dengan tesis
berjudul Nizam al- Miras fi Indonesiya bain al- ‘Urf wa asy- Syari'ah al-

Isi@miyyah (Sistem Warisan di Indonesia antara Hkum Adat dan Hukum I[slam)
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Sighat Taklik Talak Pada Masa Kerajaan Mataram

”Mas penganten, pakeniro tompo Taklek Janji Dalem, samongso pakenira
nambang (ninggal) rabi pakenira.......lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa
nyabrang sagara rong taun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi
pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang
papriksane runtuh talak pakenira sawiji”

Bahasa Indonesianya: Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji
dalem; sewaktu- waktu dikau menambang (meninggalkan pergi) istrimu
bemama... ... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua
tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehingga
mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hokum, setelah jelas dalm
pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.

Sighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955. jo
Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Nikah Talak dan Rujuk.
Bismillahirrahmanirrahim
Saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorangl suami yang baik, dan
akan mempergauli istri saya bernama... ... binti..... dengan mu'‘a@syarah bil ma'ruf
menurut ajaran syariat [slam |
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti
berikut:
Sewaktu waktu saya :
1. meninggalkan istri saya tersebut 6 (enam) bulan berturut-turut kecuali
apabila saya menjalankan tugas Negara,
2. atau dengan segala sengaja saya tidak memberi nafkah wajib
kepadanya dalam masa tiga bulan,
3. atau saya melakukan penyiksaan berat (jasmani) kepada istri saya itu,

4. atau saya menambang istri saya itu dalam masa enam bulan berturut-

turut.



Lampiran 3

Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut,
sedangkan istri saya terseBut tidak ridho dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama atau Pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu, atau
instansi lainnya yang berhak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya itu
dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan dan instansi yang dimaksudkan itu,
apabila istn saya tersebut membayar uang sebesar Rp. 2,50,- (dua rupiah lima
puluh sen) sebagai iwadl (penggantian), maka jatuhlah talak saya satu kepada istri
saya itu. Kepada pengadilan atau instansi tersebut di atas yang memeriksa dan
memutuskan tuntutan istri saya itu, saya kuasakan untuk menerima uang iwadl

(penggantian) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial

Sighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun. 1975

Sesudah akad nikah, saya...... bin..... berjanji dengan sesungguh hati,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya
pergauli istri saya bernama....... binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'rif)
menurut ajaran syariat Islam ‘

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti
berikut:

Sewaktu waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersébut dua tahun berturut- turut,

2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,

4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan

lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas
tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang

VI



Lampiran 3

iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah

sosial

Sighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

Sesudah akad nikah, saya...... bin..... berjanji dengan sepenuh hati,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya
pergauli istri saya bernama....... binti..... dengan baik (mu'dsyarah bil ma'riif)
menurut ajaran syariat [slam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti
berikut:

Sewaktu waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut- turut,

2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,

4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan

lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas
tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seibu rupiah)
sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang
iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah

sosial
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